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Abstract: The provision ijbar Rights in Islam has become the legal
umbrella of forced marriage implementation in a deep-rooted society.
The existence of unbalanced understanding and strong indication of
the influence of ‘urf. Through figh approach, munasib al-‘illah and
‘urf  focusing on review of forced reextrictions in Islamic law,
obtained that right ijbar is actually a safeguard against girls but when
it becomes a guardian’s right, it can not be applied because; right of
gitl in the figh salaf takes precedence over the right of guardians as
the provisions of guardians ‘adal and the requirements of the
guardian of mujbir; legal images of the nature of girl and nature of
children in the study of munasib al-‘illah with the approach of al-
qawa’id al-fighlyah has one point of similarity that ‘illat is immature in
sense of not being able to determine maslahah herself that shows
maqasid avoids girls from danger, and this is difficult to achieve by
forced marriage; the basic law of the right of ijbar is the hadith that
‘llat in hadith it is ‘urf so that the hadith’s validity depends on ‘utf;
and deliberation between guardians and gitls is the best and
praiseworthy way of determining a potential mate.
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Pendahuluan

Hukum perkawinan Islam di Indonesia dan beberapa Negara yang
masyarakatnya muslim memang telah dilegalkan dalam bentuk undang-
undang. Namun demikian, bukan berarti hukum perkawinan Islam
tersebut tidak luput dari problem dan kritik. Terlebih di Indonesia di
mana hukum perkawinan Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI)
terdapat beberapa hukum yang dinilai bertentangan dengan figh salaf, di
antaranya terkait usia nikah, ketentuan anak sah, dan termasuk juga
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tentang nikah paksa. Hal ini kemudian mendorong para ahli hukum dan
akademisi untuk melakukan kajian-kajian ilmiah.

Terkait nikah paksa, dalam hukum Islam dinyatakan bahwa wali
memliki hak paksa (hak 7bdr) sehingga muncul istilah wali mujbir, yaitu
wali yang berhak memaksakan pernikahan pada anaknya.' Ketentuan wali
mujbir pada akhirnya menjadi payung hukum bagi pelaksanaan nikah
paksa di masyarakat yang bahkan telah mengakar. Sementara bagi
masyarakat modern saat ini, ketentuan semacam itu tentu dipertanyakan
sebab banyak nilai-nilai modernitas yang dilanggar semisal hak asasi
manusia, hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Begitupun jika dilihat
dari sisi asas syari’ah, hak paksa wali terlihat menyalahi asas tidak ada
paksaan dalam beragama.

Teramati bahwa pemahaman tentang wali »#jbir di masyarakat tidak
diimbangi dengan pemahaman terhadap hukum wali ada/. Padahal jika
diamati lebih lanjut, hukum tentang wali ada/ merupakan hukum yang
harus disandingkan dengan hukum wali #zbir secara berimbang dan adil,
sebab hukum wali ada/ merupakan bentuk hukum perlindungan terhadap
hak sang anak. Sementara hukum wali msubir adalah perlindungan
terthadap hak wali namun disertai syarat-syarat yang ketat. Selain itu,
ketentuan hukum wali #ubir terindikasi kuat adanya pengaruh ‘wrf di
dalamnya. Sebagaimana ungkapan Nasaruddin Umar bahwa karya figh
klasik terpengaruh dan terikat dengan kondisi sosial budaya yang
melingkupi tempat perumusannya.” Termasuk ketentuan hak zbdr
menurutnya tergolong bias gender di kawasan Jazirah Arab karena
meniadakan otoritas perempuan untuk menentukan pilihannya.” Oleh
karena dua hal inilah artikel ini bertujuan untuk menelaah ulang hak
paksa wali dalam perkawinan melalui pendekatan figh, mundsib al-illah

dan ‘urf.

Ketentuan Hukum Hak Zjb4r dan Wali Mujbir

Hak jbir adalah istilah yang muncul dari adanya istilah wali zzujbir
dalam hukum Islam. Wali »#bir menurut Shaykh Aba Bakr Muhammad
al-Shata adalah wali (ayah atau kakek) yang berhak memaksakan
pernikahakan pada anaknya.* Maka hak 7ibir adalah hak yang dimiliki wali

1 Abt Bakr bin Muhammad Shata al-Dimyati, Hdshiyah I'dnat al-Talibin ‘ald Halli Alfazi Fath
al-Mu’in, (Beirut: Dar Ibnu ‘Assasah, 2005), Vol. 111, 353-354.

2 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran, (Jakarta: Dian Rakyat,
2010), 271.

3 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan, 125.

4 Abt Bakr bin Muhammad Shata al-Dimyati, Hdshéyah, Vol. 111, 353-354.
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(ayah atau kakek) wuntuk memaksakan pernikahan pada anak
perempuannya.

Pendapat fugahd’, perempuan yang boleh dipaksa oleh wali untuk
menikah adalah anak gadis dewasa (a/-bikr al-bilighah), anak gadis kecil (a/-
bikr al-saghirah) dan janda yang masih kecil (a/-thayyib al-saghirah). Adapun
janda yang sudah dewasa, fugahd’ seluruh madhhab sepakat untuk tidak
menggolongkannya sebagai perempuan yang dapat dipaksa untuk
menikah oleh walinya.” Dalam pandangan fugahd’, janda memiliki otoritas
hak penentu nikah sehingga tidak dapat dipaksa menikah oleh siapapun.
Bahkan jika dipaksakan, janda berhak menolak pernikahan tersebut.
Begitupun ketika wali tidak berkenan menikahkannya dengan calon
pilihan janda tersebut maka perwaliannya berpindah pada wali hakim
sebagaimana dililah dati hadith Rasulullah SAW," berikut redaksi jadith
tersebut:
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Artinya: Hadith riwayat AbG Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW
bersabda:  “Iidak  dinikabkan  seorang janda  sampai  diminta
perintabnya, dan tidak dinikabkan seorang gadis sampai  diminta
persetunannya.” Lalu para sahabat bertanya: “Bagaimana bentuk

persetujnan gadis?” Rasul menjawab: “Diamnya’”.

Hadith 1ain:
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5> Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani, a-Hujjah ‘ali Abli al-Madinah, (Beirut: Dar al-Kutub
al-Timiyyah, 1990), Vol. 111, 126., Al-Sarkhasi, a/-Mabsit li al-Sarkbasi, (Beirut: Dar al-Fikr,
2000), Vol. IV, 180, dan lihat Vol. V, 3., Muhammad Ibnu Idtis al-Shafi’i, a/-Um, (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 167, dan Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, a/
Majmii’ Sharh al-Mubadhdhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. 16, 165.

6 Al-Sarkhasi, a-Mabsit li al-Sarkhasi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Vol. V, 9.

7 Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Apmad 1bnu Hanbal, (t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), No.
Indeks 9603, Vol. 11, 434., Muhammad Ibnu Isma’ll al-Bukhati, a/-Jdmi’ al-Sapip, Beirut: Dar
Ibnu Kathir, 1987), No. Indeks 4843, 6769, 6567, bab a/-Nikd), Vol. V, 1574., Imam
Muslim, al-Jami’ al-Sahip, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), No. Ideks 3538, Vol. IV, bab a/-Nikdib,
140.

8 AbG Daud, Sunan Abii Dand, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), Vol. II, No. Indeks
2100, 196., Muhammad ibnu 154 al-Tirmidhi, Swman al-Tirmidhi, (Beirut: Dar Thya’ al-Turath,
t.th.), Vol. ITI, No. Ideks 1108, 416., Imam Muslim, a/-Jdmi’ al-Sahih, (Beirut: Dar al-Jayl,
t.th.), Vol. IV, No. Ideks 3541, 141. Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, (t.tp.: Muassasah al-
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Artinya: Hadith riwayat ‘Abdullah Ibn ‘Abbas bahwasannya Rasulullah
SAW bersabda: “Perempuan janda lebib berbak atas dirinya daripada
walinya, sedangkan anak gadis diminta persetujnannya atas dirinya, dan
persetujnannya adalah diamnya’.

Bahkan dalam dililah badith yang lain, Rasul melakukan pembatalan
perkawinan paksa terhadap janda,’ sebagaimana riwayat Ibnu Abbas:

Bl J) 65 Te Gss 05 4 5 a5 35 ahM & 1gte Al oy e o of

SR 5 -y ade A Lo 531 56 G ) i 518 a3t BB sty A U

PN RS 5 28 G5 1B -y ade anl Lo G ) (25T 4 A0S

IG5 Gl fe Gagss WAt B3 Bl 18 e @ 5 5h 5 G55

Artinya: Hadith riwayat 1bnn ‘Abbds babwa perempuan yang suaminya meninggal

memiliki satu anak dilamar oleh laki-laki paman dari anak-anaknya

melalui ayabnya. Laki-laki tersebut berkata pada ayah janda tersebut:

Nikabkanlah aku dengannya. Tetapi ayabnya tidak berkenan dan

menikabkannya dengan laki-laki lain tanpa persetujuannya. Lalu

perempuan janda tersebut melaporkan pada Rasulullah SAW. Lalu

Rasulullah memanggil ayabnya dan bertanya: Apakah kan naikahkan

anakmn dengan selain paman dari anak-anaknya? Ayabnya menjawab:

Iya, aku nikabkan dengan orang yang lebih baik darinya. Lalu

Rasulullah SAW memisabkan kednanya dari pernikaban tersebut dan
menikabkan dengan paman dari anak-anaknya”

Sedangkan tentang zbar wali terhadap gadis dewasa (a/l-bikr al-balighab),
terdapat dua pendapat fugahi’. Pendapat pertama mengatakan bahwa wali
berhak  memaksakan  pernikahan pada gadis dewasa tanpa
persetujuannya. Pendapat ini disampaikan oleh mayoritas fugahd’
madhhab wailikiyah diantaranya Imam Malik, Aba ‘Umar Yusuf Ibnu
‘Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Asim al-Namri al-
Qurttibi, Abd al-Hasan ‘Ali ibnu ‘Abd al-Salim al-Tasali," fugahd’

Risalah, 1999), Vol. I, No. Indeks 1888, 1897, 2163, Malik Ibn Anas, a/-Muwatta’, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), No. Indeks 1914, 427.

9 Al-Sarkhasi, ai-Mabsit li al-Sarkhast, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Vol. V, 9.

10 Ahmad Ibnu al-Khusayn al-Bayhaql, Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, (Mekkah: Maktabat Dar al-
Biz, 1994), No. Indeks 14057, Vol. VII, 120. Hadith ini menurut al-Bayhaqi tergolong mursal
sahabat dengan mutu sahi).

1 Malik Ibn Anas, a/-Muwatta’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), No. Indeks 1914,
427, Abti ‘Umar Yasuf Ibnu ‘Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Asim al-
Namiri al-Qurtabi, a~Kafi fi Figh Abl al-Madinah, (Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithiyyah,
1980), Vol. I, 523-524., AbG ‘Umar Ytsuf al-Namri al-Qurtibi, alIstidbkdr al-Jami’ i
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madhhab shdfiiyyah di antaranya Imam al-Shaf1’i, al-Nawawi, al-Khatib al-
Sharbini dan Mtisa al-Hijawi,” dan sebagian fiugahi’ madhhab pandbilab
diantaranya Ibnu Qudamah, Baha’ al-Din al-Maqdisi dan salah satu

pendapat Ibnu Hanbal."” Dasar yang gunakan kelompok ini adalah jadith
Rasulullah SAW:
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Artinya: Hadith riwayat Abu Hurayrah bahwasannya Rasulullah SAW
bersabda:  “Iidak  dinikabkan  seorang  janda  sampai  diminta
perintabnya, dan tidak dinikabkan seorang gadis sampai  diminta
persetupnannya.  Laln  para  sababat  bertanya: Bagaimana  bentuk

persetujnan gadis? Rasul menjawab: Diamnya”
Hadith 1ain:
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Artinya: Hadith riwayat ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas bahwasannya Rasulullah
SAW bersabda: “Perempuan janda lebih berbak atas dirinya daripada

Madhahib Fungahi’ al-Amsar, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Abu al-
Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rushd al-Qurtabi al-AndalGsi, Biddyat al-Mujtabhid wa
Nibhayat al-Mugtasid, (Bierut: Dar al-Fikr, t.th.), Vol. II, 4., Abt al-Hasan ‘Ali ibnu ‘Abd al-
Salam al-Tasuli, a/-Babjah Sharh al-Tubfah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1998), Vol. I,
421.

12 Muhammad Ibnu Idris al-Shafi’i, @/-Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18., Muhyi
al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, a-Majmi’ Sharh al-Mubhadhdhab, (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), Vol. XVI, 165., Shams al-Din al-Khatib al-Sharbini, alIgna’ fi Hilli Alfazi Abi Shuja’,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. 11, 77.

13 ‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughnz, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. VII,
379 dan ‘Abd al-Rahman Ibnu Ibrahim Baha’ al-Din al-Maqdisi, a/-Uddah Sharh al-Umdabh,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2005), Vol. 11, 8.

14 Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Apmad Ibnu Hanbal, (t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), No.
Indeks 9603, Vol. 11, 434., Muhammad Ibnu Isma’ll al-Bukhari, a/-Jami’ al-Sahi), (Beirut:
Dar Ibnu Kathir, 1987), No. Indeks 4843, 6769, 6567, bab a/-Nikap, Vol. V, 1574., Imam
Muslim, al-Jami’ al-Sahip, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), ,No. Ideks 3538, Vol. IV, bab a/-Nikdib,
140.

15 Aba Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), Vol. II, No. Indeks
2100, 196., Muhammad ibnu “Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidbi, (Beirut: Dar Thya’ al-Turath,
t.th.), Vol. ITI, No. Ideks 1108, 416., Imam Muslim, a/-Jdmi’ al-Sahih, (Beirut: Dar al-Jayl,
t.th.), Vol. IV, No. Ideks 3541, 141. Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, (t.tp.: Muassasah al-
Risalah, 1999), Vol. I, No. Indeks 1888, 1897, 2163, Malik Ibn Anas, a/-Muwatta’, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), No. Indeks 1914, 427.

Tafaqquh -Volume 5, Nomor 2, Desember 2017 112



walinya, sedangkan anak gadis diminta persetujuannya atas dirinya, dan
persetujnannya adalah diamnya”

Menurut kelompok ini, stressing hadith adalah hukum bahwa janda lebih
berhak atas walinya. Dengan adanya penyebutan dua objek hukum dalam
satu Jadith yakni janda dan gadis, pasti terdapat hukum yang berbeda,
maka gadis tidak memiliki otoritas apapun dalam pernikahan sehingga
wali berhak menikahkan tanpa persetujuannya.’® Model pemaknaan
semacam ini dalam istilah #si/ al-figh disebut dengan mafhiim mukhdalafab
atau dalil al-khitab."

Pemahaman ini kemudian menuntut adanya pemahaman di luar teks

3o -8

badith \Glo G i ¢ b3S KT dan o3l & KD 58S Secara
tekstual, makna yang scharusnya adalah bahwa gadis diminta
persetujuannya dan salah satu bentuk persetujuannya adalah diam.
Namun makna ini menjadi tidak berlaku setelah penetapan makna
melalui model wafhiim mukbilafah atau dalil al-khitab. Bahkan teks hadith
tersebut difahami bahwa diam merupakan bentuk persetujuan sehingga
tanpa meminta persetujuan gadis memiliki makna yang sama dengan
meminta persetujuannya. Oleh karenanya meminta persetujuan gadis
dinilai figahi’ berhukum sunnah,'® bahkan al-Shafii mengistilahkannya

16 Aba ‘Umar Yusuf al-Namri al-Qurtabi, a~Istidbkar al-Jami’ li Madhihib Fungaha’ al-Amsar,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2000), Vol. V, 386., Muhammad Ibnu Idris al-Shafi’i, /-
Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18., Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-
Nawawi, al-majmi’ Sharh al-Mubadhdhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165., Shams
al-Din al-Khatib al-Sharbini, atIgna’ fi Hilli Alfiazi Abi Shwja’, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol.
11, 77., ‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol.
VII, 379 dan ‘Abd al-Rahman Ibnu Ibrahim Baha’ al-Din al-Maqdisi, a/-Uddabh Sharh al-
Umdah, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2005), Vol. II, 8., ‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu
Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379 dan ‘Abd al-Rahman Ibnu
Ibrahim Baha’ al-Din al-Maqdisi, a~Uddabh Sharh al-Umdab, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Tlmiyyah, 2005), Vol. I, 8.

17 Mafhim munkbilafah adalah penetapan makna terbalik yang diambil dari dalil yang
ditetapkan dalam nass (mantiq bib) pada makna yang tidak disebut dalam nass (maskit ‘anbn).
Lihat Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980),
310.

18 Abli ‘Umar Yasuf Ibnu ‘Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Asim al-
Namii al-Qurtabi, a~Kafi fi Figh Abl al-Madinah, (Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithiyyah,
1980), Vol. 11, 523-524., Abu al-Hasan ‘Ali ibnu ‘Abd al-Salam al-Tastli, a/~-Babjah Sharh al-
Tubfah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1998), Vol. I, 421., Muhyi al-Din Yahya Ibnu
Sharaf al-Nawawi, al-Majmi’ Sharh al-Mubadbdbab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165.,
‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379
dan ‘Abd al-Rahman Ibnu Ibrahim Bahd’ al-Din al-Maqdisi, a/-Uddab Sharh al-Umdab,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2005), Vol. II, 8.
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dengan perintah yang sifatnya pilihan (azr ikhtiyar)) bukan fardn karena
fungsinya untuk menggembirakan hati perempuan (istitibah al-nafs).”

Hadith itu juga difahami bahwa diam hanya merupakan cara yang baik
bagi gadis untuk mengungkapkan rasa sukanya pada laki-laki, bukan
dengan perkataan.” Namun demikian, al-Shifi’l tetap menyarankan
untuk melakukan musyawarah sebagai cara dan etika yang mulia
sebagaimana perintah yang sifatnya tidak wajib dari Allah,” yakni surat
Ali ‘ITmran (3) ayat 159:

0 B 52 55 5 8 85,5
Artinya: “...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian
apabila kamn telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada

Allah.”

Berbeda dengan kelompok fugahi’ di atas, pendapat kedua
meniadakan hak paksa wali dan menetapkan otoritas hak persetujuan
anak gadis dewasa. Pendapat ini adalah pendapat fugahi’ madhbab
hanafiyyah,”> Tbnu Lubb  dati madbhab malikiyah,” serta sebagian madbhab
bandabilah, yakni salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Ja’far, Al-
Zarkashi, Ibnu Taymiyah,” dan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah.”” Dasar
yang digunakan pendapat ini adalah jadith Rasulullah SAW yang sama
dengan kelompok pertama yang meniadakan persetujuan gadis dewasa
namun dengan sudut pandang yang berbeda.

Persetujuan gadis dalam Jadith Gis t;;fli/} Gid 3 03ted Sy dan &ﬁ-f N

Lt s s a0 . ” . .
O3 & S merupakan subtansi Jadith tersebut sehingga gadis dewasa

19 Muhammad Ibnu Idris al-Shafi’t, a/-Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18.

20 AbG ‘Umar Yasuf al-Namri al-Qurtabi, a~Istidbkdr al-Jami’ li Madbihib Fungahi’ al-Amsar,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2000), Vol. V, 390.

21 Muhammad Ibnu Idris al-Shafi’l, a/- Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18.

2 Muhammad Ibnu al-Hasan al-Shaybani, a-Hujjah ‘ali Abli al-Madinah, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Timiyyah, 1990), Vol. 111, 126., Al-Sarkhasi, a/-Mabsit li al-Sarkbasi, (Beirut: Dar al-
Fikr, 2000), Vol. IV, 180 dan lihat Vol. V, 3.

2 Abu al-Hasan ‘Ali ibnu ‘Abd al-Salam al-Tasuall, a~-Bakjah Sharh al-Tubfah, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Tlmiyyah, 1998), Vol. I, 423.

24 ‘Ald” al-Din Abu al-Hasan ‘All al-Mardawi al-Dimashqi, a/Insaf Fi Ma'rifati al-Réjib min al-
Khilaf ‘ala Madbhab al-Imém Abmad Ibnn Hanbal, (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi, t.th.),
Vol. 8, 42.

%5 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Zdd al-Ma‘dd, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladih,
1970), Vol. 1V, 3.
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juga harus diminta persetujuannya, sedangkan diamnya hanyalah salah
satu bentuk persetujuan.”® Pemahaman ini didukung dengan jadith lain:

s Ul D)8 Uy G sl el plis ey slas oe an o A a0

Vin )8 25 eSis ¥ U s ade ) Lo ol s oSCas

Artinya: Hadith riwayat ‘Abdullah Ibnu Yazid, dari Khansa’ binti

Khidam al-Ansariyyah yang berkata: “Aku dinikahkan ayahku

dan aku tidak menyukainya sedangkan akun masih gadis. Lalu akn

melapor pada Rasulullah SAW, dan Rasul bersabda: Jangan fkan

nikahkan anakmu sedangkan ia dalam keadaan tidak suka”
Al-Sarkhashi menambahkan Jadith:
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Artinya: Hadith riwayat Aishah, ia berkata: Datanglah perempuan muda
pada Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah sesunggubnya

ayahku menikabkankn dengan anak  sandaranya yang akn tidak

memiliki rasa padanya. Lalu Rasulullah SAW menyerabkan urusan ini

sebagai hak perempnan tersebut. Lalu perempuan tersebut berkata: Saya

memang telah memenubi apa yang diperbuat ayabku padaku, tetapi aku

ingin memberitabukan pada semua perempuan babwa semua ayah tidak

memiliki - hak  apapun  terhadap —anaknya (untuk  menentukan
pemz/éabaﬂ) 7
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26 Al-Sarkhasi, al-Mabsit li al-Sarkhasi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Vol. IV, 180., dan lihat
Vol. V, 3., Abt al-Hasan ‘All ibnu ‘Abd al-Salam al-Tasali, a/~-Babjah Sharh al-Tupfah, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Timiyyah, 1998), Vol. I, 423., ‘Abd al-Rahman Ibnu Ibrahim Baha’ al-Din
al-Maqdisi, a/- Uddabh Sharh al- Umdab, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2005), Vol. II, 8.

27 Aba Muhammad al-Darimi, Sunan al-Dairimt, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), No.
Indeks 2192, bab a/-Nikah, Vol. 11, 187., Ahmad Ibnu Shu’ayb al-Nasa’i, Sunan al-Nasi't al-
Kubra, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1991), No. Indeks 5382, Vol. 111, 282. Selain hadith
di atas, a/-Nas7 juga meriwayatkan hadith dengan struktur kata a/-fahayyib. Namun hadith ini
struktur matannya menunjukkan pengakuan khansd’ bukan informasi dari orang lain atas
kejadian a/-kbansa’.

28 Ahmad Ibau Hanbal, Musnad Apmad Ibnn Hanbal, (t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), No.
Indeks 25087, Vol. VI, 136.
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Artinya: Riwayat dari Ibnu ‘Abbis babwasannya seorang perempuan gadis datang
pada  Rasulullah ~ SAW laln  menceritakan  babwa  ayahnya
menikabkannya tetapi ia tidak menynkainya. Lalu rasulullah SAW
memberikan  hak  pilib  pada  perempuan untuk  meneruskan atan
menggagalkan pernikabannya’
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Artinya: Riwayat dari Ibnu ‘Abbds babwasannya Rasulullah SAW membatalkan

pernikahan  gadis dan janda yang dinikabkan ayabnya, sedangkan

mereka  tidak  suka. Laln  rasulullah  SAW  membatalkan
pernikabannya”

Hadith tentang pembatalan pernikahan yang menggunakan redaksi

% fL;.-, & dan s menurut al-Sarkhasi tidak khusus pada kasus al-kbunsd’

(vang saat itu janda), melainkan menunjukkan kejadian lain dengan

pelaku seorang gadis.” Mengenai status jadith, Shu’ayb al-Arnit selaku

muhpaqqiq dalam catatan kaki kitab Musnad Ahmad Ibnu Hanbal

mengutip pendapat Ibnu al-Qattan dan al-Zayla’i bahwa jadith tersebut

sahih yang didukung dengan Jadith sahil lainnya yang diriwayatkan perawi

yang sama, yakni Ibnu ‘Abbas.” Bahkan dalam salah satu jadith di atas,

2 Aba Daud, Swunan Abii Dand, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), No. Indeks 2198, Vol.
11, 195., Aba Daud menyatakan bahwa sekalipun Aadith ini mursal tetapi telah banyak dikenal
masyarakat., Ibnu yazid al-Qazwini, Sunan 1bnu Mdjah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), No. Indeks
1875, Vol. 1, 603., Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Apmad Ibnn Hanbal, (t.tp.: Muassasah al-
Risalah, 1999), No. Indek 2469, Vol. 1, 273., Dalam catatan kaki kitab ini yang ditulis Shu’aib
al-Arnat menyatakan bahwa badith ini sajil) secara jelas tetlebih dalam riwayat Ibnu ‘Abbas
lainnya ohe 5 ede B o 53 0l ls Lony Lea ol LSl () S o005, b e 0 o 1 U O
L~ dinyatakan sapzh. Ahmad Ibnu al-Khusayn al-Bayhaql, Swnan al-Bayhagi al-Kubri,
(Mekkah: Maktabat Dar al-Baz, 1994), No. Indeks 13447, Vol. VI, 177. Al-Bayhaqi
menyatakan bahwa badith ini kbata’ karena terdapat perawi Jarir Ibnu Khazim yang
kemungkinan kecil bertemu Ayytb al-Sikhtiyani.

30 Ahmad Ibnu al-Khusayn al-Bayhaqi, Sunan al-Baybaqi al-Kubri, (Mekkah: Maktabat Dar al-
Baz, 1994), No. Indeks 13449, Vol. VI, 177. Al-Bayhaql menyatakan bahwa hadith ini &bata’
karena hadith yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas dalam No. Indeks 13447 adalah &hata’., ‘All
ibnu ‘Umar al-Daruqutni, Sunan al-Darngutni, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), No. Indeks 53,
Vol. 111, 234. Al-Darugitni menyatakan bahwa badith ini lemah, tetapi badith riwayat lain yang
diungkap Ibnu ‘Abbés adalah mursal yang sahih menjadikan badith ini kuat.

31Al-Sarkhasi, a-Mabsit li al-Sarkhasi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Vol. V, 3.

32 Lihat Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Apmad Ibnu Hanbal, (t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999),
No. Indek 3440, Vol. I, 364.
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secara tegas dinyatakan bahwa al-Khunsa’ saat itu berstatus gadis, bukan
janda.

Adapun tentang hukum gadis yang masih kecil (albikr al-saghirab),
fughd’ sepakat memperbolehkan pemaksaan nikah terhadapnya tanpa
menghiraukan persetujuannya.”’ Dasar yang digunakan sama dengan
hukum gadis dewasa. Sekalipun sepakat, namun fugahi’ berbeda terkait
argumentasinya. Fugahd’ hanafiyyah menyatakan alasannya adalah karena
anak kecil bukanlah subjek hukum.” Dengan demikian, sifat kana-kanak
(szghar) dinilai meniadakan kecakapan hukum, sehingga setiap yang
memiliki sifat kecil (sighdr) menjadikan  %/Jar  diperbolehkannya
memaksakan pernikahan oleh wali, termasuk janda kecil (a/-thayyib al-
saghirah).” Tbnu Lubb dalam madhhab madlikiyah juga senada dengan
hanafiyyah.”

Sedangkan menurut fugaha’ mailikiyah di antaranya Abu ‘Umar Yuasuf
Ibnu ‘Abdillah ITbnu Muhammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Asim al-Namri
al-Qurtabi, Abt al-Hasan ‘Ali ibnu ‘Abd al-Salam al-Tasuli, fuqaha’
madhhab shaft’iyyah diantaranya al-Shafi’i, al-Nawawi, al-Khatib al-
Sharbini, Musa al-Hijawi, fugaha’ madhhab hanabilah di antaranya Ibnu
Qudamah dan Baha’ al-Din al-Maqdisi, semuanya menyatakan bahwa

33 Al-Sarkhasl, al-Mabsit li al-Sarkhast, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Vol. V, 4., Ibnu Nujaym,
al-Bapr al-Ra’iq Sharh Kanzn al-Daqd’iq, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Vol. III, 117., Aba
‘Umar Yasuf Ibnu ‘Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Asim al-Namri al-
Quurtabi, a/-Kafi fi Figh Abl al-Madinah, (Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithiyyah, 1980), Vol.
11, 523-524., Abla ‘Umar Yuasuf al-Namrti al-Qurtabi, al-Istidbkar al-Jami’ li Madhihib Fungaha’
al-Amsar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Abt al-Hasan ‘Ali ibnu
‘Abd al-Salam al-Tastli, a/-Babjah Sharh al-Tubfah, (Beirut: Dar al-Kutub al-TImiyyah, 1998),
Vol. 1, 421., Abt al-Walild Muhammad ibnu Ahmad bin Rushd al-Qurtibi al-Andaltsi,
Biddyat al-Mujtabhid wa Nihdyat al-Mugtasid, (Bierut: Dar al-Fikr, t.th.), Vol. II, 4., Muhammad
Ibnu Idris al-Shafi’l, /-Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, hal. 18., Muhyi al-Din
Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, a-Majmi’ Sharh al-Mubadhdbab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990),
Vol. XVI, 165., Shams al-Din al-Khatib al-Sharbini, a~Igna’ fi Hilli Alfizi Abi Shuji’, (Beirut:
Dair al-Fikr, 1990), Vol. 11, 77., ‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughni, (Beirut:
Datr al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379.

34 Kamal al-Din Muhammad Ibnu ‘Abd al-Wahid al-Siwasi, Shar)p Fat) al-Qadir, (Beirut: Dar
al-Fikr, t.th.), Vol. I1I, 261.

35 Ibnu Nujaym, al-Bahr al-Ra’ig Sharh Kanzun al-Daqd’ig, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), Vol.
111, 117.

3 ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan ‘All al-Mardawi al-Dimashdi, a’-Insaf Fi Ma'rifati al-Réjih min al-
Khilaf ‘ald Madbbab al-Imdm Abmad Ibnu Hanbal, Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi, t.th.),
Vol. 8, 42., ‘Ala’ al-Din AbG al-Hasan ‘Ali al-Mardawi al-Dimashql, a/-Insif Fi Ma'rifati al-
Rajibh min al-Khilaf ‘ald Madbhab al-Imim Abmad Ibnn Hanbal, (Beirut: Dér Ihya’ al-Turath al-
‘Arabli, t.th.), Vol. 8, 43.
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gadis kecil sama halnya dengan gadis dewasa karena keumuman teks
hadith yang menggunakan kata al-bikr, sehingga seluruh gadis baik kecil
maupun dewasa berhukum sama, yakni tidak memiliki hak persetujuan,
sehingga walinya berhak memaksa tanpa persetujuannya.”’

Dengan  demikian, illat diperbolehkannya wali memaksakan
pernikahan pada perempuan di bawah perwaliannya menurut janafiyyah
adalah karena sifat kanak-kanak (sighar) sehingga gadis atau janda yang
telah dewasa tidak dapat dipaksa menikah oleh wali. Sedangkan menurut
madhhab lainnya adalah karena sifat perawan (bz&7) sehingga janda yang
dewasa ataupun masih kanak-kanak tidak dapat dipaksa menikah oleh
walinya.

Sekalipun seluruh madhhab memberikan peluang bagi wali untuk
memaksakan pernikahan pada anaknya dengan berbagai argumentasi,
namun semua madhhab memberikan batasan tentang pihak yang boleh
memaksa. Menurut fugahi’ madhhab walikiyah, shafiiyyah dan handbilah
yang berhak memaksa adalah ayah kandung,™ karena selain ayah kurang
memiliki rasa sayang (gdasir al-shafagah). Shafi’tyyah menambahkan kakek
sebagai pihak yang boleh memaksa karena kakek dinilai memiliki sifat
sebagaiaman ayah. Dan anak kecil yang dinikahkan oleh ayahnya tidak
memiliki hak &bzdr ketika baligh sebagaimana yang berlaku di daerah
Hijaz.” Sedangkan menurut janafiyyah, semua wali baik ayah maupun
selain ayah boleh memaksakan pernikahan pada anaknya. Hanya saja jika
wali tersebut adalah ayah, maka sang anak tidak memiliki hak &béyir

57 Aba ‘Umar Yésuf Ibnu ‘Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu ‘Abd al-Bar Ibnu ‘Asim al-
Namri al-Qurtibi, a~-Kafi fi Figh Abl al-Madinah, (Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithiyyah,
1980), Vol. 11, 523-524., Abu al-Hasan ‘Ali ibnu ‘Abd al-Salam al-Tasli, a/~-Babjah Shar) al-
Tupfah, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1998), Vol. I, 421., Muhammad Ibnu Idsis al-
Shafi’l, a/- Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18., Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf
al-Nawawi, al-Majmi’ Sharh al-Mubadbdbab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165,
Shams al-Din al-Khatib al-Sharbini, a’Igna’ fi Hilli Alfagi Abi Shuwja’, (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), Vol. II, 77., ‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), Vol. VII, 379 dan ‘Abd al-Rahman Ibnu Ibrahim Baha’ al-Din al-Maqdisi, a/- Uddah
Sharl al- Umdah, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2005), Vol. 1, 8.

38 AbG ‘Umar Yasuf al-Namri al-Qurtabl, a~Istidbkar al-Jami’ li Madbihib Fungaha’ al-Amsar,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-
Nawawi, al-Majmii’ Sharh al-Muhadhdhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165.,
‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. VII, 379.
3 AbG ‘Umar Yasuf al-Namri al-Qurtabl, a~Istidbkdr al-Jami’ li Madbihib Fungaha’ al-Amsar,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2000), Vol. V, 401., AbG ‘Umar Yasuf al-Namri al-
Qurtabl, alIstidbkdr al-Jami® li Madhibib Fungaha’ al-Amsar, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Tlmiyyah, 2000), Vol. V, 389., Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, a/-Majni’ Sharh
al-Muhadhdhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165.
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ketika baligh, sedangkan jika wali bukan ayah maka anak memiliki hak
khiyar ketika biligh.*

Selain terdapat batasan tentang siapa yang berhak memaksa, fugaha’
juga merumuskan persyaratan pelaksanaan hak zbgr. Al-Khatib al-
Sharbini dan Musa al-Hijawi dalam madhhab shdfi7yyah merumuskan
persyaratan: (1) secara lahiriyyah tidak terdapati persmusuhan antara anak
dan wali, (2) wali harus menikahkan dengan calon suami yang setara
(kufn’), (3) mahar yang diterima minimal sesuai dengan standar minimal
mahar yang berlaku di masyarakat (mabar mithil), (4) mahar berupa mata
uang atau perhiasan yang berlaku di negara setempat, (5) calon suami
bukan tergolong orang tidak mampu membayar mahar, (6) wali tidak
boleh menikahkan dengan orang yang akan menyengsarakan ketika
m’dsharab, seperti terlalu tua atau buta.”!

Sedangkan Shaykh AbG Bakar Muhammad Shatda mensyaratkan
bahwa (1) antara anak perempuannya tersebut dengan wali mujbir-nya
tidak terjadi permusuhan yang diperlihatkan secara lahir (‘addwab gihirab),
(2) antara anak perempuannya tersebut dengan calon suami yang dipilih
wall mujbir terjadi permusuhan (‘adawah) walaupun permusuhan yang
tidak ditampakkan secara lahir, (3) calon suami pilihan wali zz#jbir harus
se-kufu’ (sepadan), dan (4) calon suami pilithan wali w#bir mampu
membayar mabhar mithil. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
pernikahannya batal.*

Adapun menurut handbilah, syaratnya adalah bahwa laki-laki yang
dinikahkan dengan anaknya tersebut harus se-k#fu’ sebagaimana
diungkap al-Mardawi dan Ibnu Taymiyyah.” Dengan adanya persyaratan-
persyaratn itu, hak paksa wali mubir bukan tidak terbatas, tetapi tetap
dibatasi dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak perempuannya.

Konsep Hukum Wali Adal sebagai Perlindungan Hak Perempuan

Pembahasan wali mujbir tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan
wall adal sebab syarat-syarat wali mujbir terlihat sebagai antonim dari
kriteria wali adal. Wali ada/ merupakan istilah dari seorang wali yang

40 Al-Sarkhasi, al-Mabsit Ii al-Sarkbast, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Vol. V, 388-389.

4 Shams al-Din al-Khatib al-Sharbini, a~Igna’ fi Hilli Alfazi Abi Shwja’, (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), Vol. 11, 77.

42 Abt Bakr bin Muhammad Shatd al-Dimyati, Hdshiyah I'dnat al-Talibin ‘ald Halli Alfizi Fath
al-Mu’in, (Beirut: Dar Ibnu ‘Assasah, 2005), Vol. 111, 308-309.

4 ‘Ald” al-Din Abu al-Hasan ‘All al-Mardawi al-Dimashqji, a/-Insaf Fi Ma'rifati al-Réjib min al-
Khilaf ‘alad Madbhab al-Imém Abmad Ibnn Hanbal, (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi, t.th.),
Vol. 8, 42.
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dinyatakan tidak berhak lagi untuk menikahkan anaknya atau perempuan
yang menjadi perwaliannya dengan beberapa syarat atau kondisi tertentu
sehingga perwaliannya pindah kepada hakim. Dijelaskan oleh
Abdurrahman al-Jaziri dalam al-Figh ‘ala Madhahib al-Arba’ah bahwa
wali dikatakan ada/ jika wali menolak pernikahan anak perempuannya
dengan calon yang se-£ufu’ walaupun tanpa mabar mithil. Maka perwalian
perempuan tersebut dapat berpindah kepada hakim.* Begitu juga
Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini dalam Mughni
al-Muhtaj menjelaskan bahwa wali dikatakan ada/ itu jika anak
perempuannya yang rashidah (memiliki kecakapan berfikir) ataupun
safihah (tidak memiliki kecakapan berfikir) meminta untuk dinikahkan
dengan calon yang se-£#fu’ dan wali tidak berkenan menikahkannya.*
Menurut Zainuddin AbG Yahya Zakariya al-Ansari dalam karyanya al-
Ghurar al-Bahiyah bi Sharh al-Bahjah al-Wardiyah menyatakan bahwa
wali yang tidak berkenan menikahkan anaknya adalah wali ada/ dan
hukumnya dosa sebab adanya perintah untuk tidak menolak pernikahan
anaknya.* Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

ﬁ*” 15515 13 \))\ S A1 Ealais Y ;;;1;\ eI (w,u; 1305

j.é.b\) rﬁ:JS)\ rﬁ:ﬂ‘: J.>Y\ rf.“) AJJ\J wfé@ugwm ‘E.Qf dJJ k))}’.aj\é
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Artinya: “Apabila kamu mentalak  isteri-isterimu, laln habis masa iddahnya,

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka

dengan cara yang ma'ruf. Itnlah yang dinasehatkan kepada orang-orang

yang beriman di antara kamn kepada Allab dan hari kemudian. Itn

lebih baik bagimu dan lebib suci. Allah mengetabui, sedang kanmmn tidak
mengetahui.”

Pendapat Imam al-Shafil yang diutarakan oleh Imam al-Nawawi

dalam al-Majm@’ menyatakan bahwa hak perwalian dalam pernikahan

adalah hak dari para wali yang berarti harus ditunaikan. Oleh karenanya,

ketika para wali tidak berkenan menunaikan haknya (kewajibannya),
maka hakim harus memerintahkannya. Jika wali tetap tidak berkenan

44 Abdurrahman al-Jazitl, a/-Figh ‘ali Madhihib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1971), Vol. IV, 41.

45 Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Mubtdj, (t.tp.:
Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. 111, 199.

46 Zainuddin AbG Yahyd Zakariya al-Ansarl, a-Ghurar al-Babiyah bi Sharh al-Babjah al-
Wardjyah 1ol. VIl (Beitut: Dar Kutub Ilmiyah, 1997), 334.
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menunaikan haknya maka hakim mengambil hak tersebut secara paksa
sebagaimana pemenuhan hak dalam masalah hutang piutang.” Sama
halnya dengan Shaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-
Shirbini dalam karyanya al-ignd' fi hall alfag abi shwja’ menyatakan bahwa
hak perwalian dalam pernikahan adalah hak dari para wali yang berarti
harus ditunaikan. Oleh karenanya, ketika para wali tidak berkenan
menunaikan haknya (kewajibannya), maka dinilai sebagai wali ada/ dan
perwaliannya berpindah kepada hakim.*

Keengganan wali untuk menikahkan anaknya atau orang yang di
bawah perwaliannya menjadikan kosongnya posisi wali. Hal demikian
menjadi berat bagi perempuan yang telah jelas-jelas memiliki calon
pasangan yang siap menjadi penuntunnya. Kondisi demikian tergolong
darurat atau  mashagqah sehingga butuh ketentuan hukum yang
meringankan bagi wanita tersebut, yaitu pindahnya hak perwalian kepada
hakim. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim
telah dijelaskan dalam hadits:
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Artinya: Dari  ‘Aisyah radliyallahu ‘anha, dia berkata, Rasulullah

Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda: “Siapa saja wanita yang

menikab tanpa idgin walinya, maka pernikabannya batil; jika dia

(suami) sudah  berhubungan badan dengannya, maka dia berbak

mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dibalalkannya farajnya; dan

Jika mereka berselisib, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak
memiliki wali.”

Hadits tersebut berada dalam riwayat Imam Ahmad, al-Shafi’i, Aba
Daud, al-Turmudhi, Ibn Majah, ad-Daruquthniy, al-Hakim dan al-
Baihaqiy serta selain mereka dari jalur yang banyak sekali melalui Ibn
Jurayj dari Sulayman bin Musa dari al-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aishah.

47 Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, almajmi’ Sharh al-Mubadbdbab, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1990), Vol. XVII, 322.

48 Shams al-Din al-Khatib al-Sharbini, a’Igna’ fi Hilli Alfazi Abi Shuja’ V'ol. 11, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1990), 413.

4 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Bu/ugh al-Marim, (Almanshurah: Dar al-Manarah,
2003), 365.
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Para periwayat dalam mata rantai periwayatan tersebut semuanya #higqah
menurut Imam Muslim. Status hadits ini menurut al-Hakim sahih.”

Selanjutnya, dari berbagai literatur yang ada, wali dapat dikatakan ada/
jika memiliki beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, adanya penolakan dari wali untuk menikahkan anaknya atau
perempuan yang di bawah perwaliannya. Kriteria pertama ini merupakan
kriteria yang pasti ada sebab jika tidak ada penolakan maka wali tidak
dinilai sebagai adal. Para ulama’ juga dalam memberikan kriteria ada/ wali
selalu menyertakan kata mana’a (penolakan) dan derifasinya. Di antaranya
dalam pernyataan Abdurrahman al-Jaziri,”' Syamsuddin Muhammad bin
Ahmad al-Khatib al-Shirbini,” dan Abdullah bin Hijazi bin Ibrihim al-
Shargawi.”

Kedna, anak perempuannya atau perempuan yang di bawah
perwaliannya yang mengajukan pernikahan telah baligh dan berakal.
Syekh Sulayman bin Muhammad bin Umar al-Bujayrami menyatakan
bahwa jika perinkahan diajukan oleh anak perempuan wali yang telah
baligh dan berakal dapat menyebabkan wali dinyatakan ada/ jika ada
penolakan dari wali.”* Anak perempuan tersebut bukan hanya perempuan
yang bukan anak atau cucu kandungnya yang di bawah perwaliannya,
melainkan juga mujbarah (anak atau cucu perempuan yang boleh untuk
dipaksa oleh wali mubir). Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan
Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini yang
menggunakan kata mujbarah (anak atau cucu perempuan yang boleh
dipaksa wali mujbir) ketika menjelaskan wali ada/>® Oleh karenanya, jika
terdapat pemahaman bahwa wali adal hanyalah teruntuk wali selain wali
mubir adalah pemahaman yang keliru karena pernyataan Syamsuddin
Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini tersebut telah jelas
menyatakan wali 7z/bir juga dapat dikategorikan adal.

50 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Bu/ugh al-Mardim, 365.

5t Abdurrahman al-Jazirl, al-Figh ‘ald Madbabib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1971), Vol. 1V, 41.

52 Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Mubtdj, (ttp.:
Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199.

53Abdullah bin Hijazi bin Ibrdhim al-Sharqawi, Hdshiyah al-Shargawi, (t.tp.: Maktabah
Shamelah, t.th.), Vol. II, 230.

5 Sulayman bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujayrami, A/-Bujayrami ‘ala al-Kbatib, (t.tp.:
Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. III, 230.

55 Shamsuddin Muh”ammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Mubtdy, (t.tp.:
Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. 111, 199.
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Ketiga, calon yang diajukan anaknya atau perempuan yang di bawah
perwaliannya adalah se-g#f#’ (sepadan). Ulama’ sepakat tentang Awufu’
(sepadan) sebagai hal yang menetukan tentang ada/ dan tidaknya wali.
Artinya, bahwa wali yang menolak pernikahan karena calon yang
diajukan anaknya atau perempuan yang berada dalam perwaliannya tidak
se-kufu’ maka wali tidak dianggap ada/. Namun jika sebaliknya, calon
anaknya atau wanita di bawah perwaliannya tersebut adalah se-&ufir’,
maka penolakan wali berakibat pada ada/-nya wali. Sebagaimana pendapat
Sheykh Abt Bakar Muhammad Shata yang menyatakan bahwa jika anak
perempuannya menentukan kriteria &#fu’ sementara sang ayah atau kakek
memiliki kriteria &#fu’ yang berbeda, maka ayah atau kakek berhak untuk
menolak. Dan penolaknnya tidak menjadikan wali tersebut ada/, bahkan
seandainya calon dari sang ayah tidak lebih baik (tidak lebih A#fx’) dari
calon yang diajukan sang anak pun wali tetap tidak dianggap ada/ karena
wali bisa menilai yang lebih maslapah.”® Pendapat ini senada dengan
pendapat Shaykh Muhyiddin Abt Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi
atau yang dikenal dengan Imam al-Nawawi dalam karyanya rawdat al-
talibin.”" Sayyid Sabiq juga mendukung pendapat ini.”

Sementara Syaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-
Shirbini menyatakan bahwa jika anak perempuannya menentukan kriteria
kufu’ sementara sang ayah atau kakek memiliki kriteria Aufu’ yang
berbeda, maka menurut pendapat yang asa) (yang diunggulkan) bahwa
ayah atau kakek berhak untuk menolak mengingat ayah atau kakek dinilai
sempurna dalam melihat kondisi anaknya. Artinya dalam kondisi
demikian wali tidak dikategorikan ada/. Dalam pandangan Imam al-Subki,
kondisi demikian wali termasuk ayah atau kakek harus menyetujui
permohonan anaknya untuk menjaga kehormatan sang anak. Pendapat
Imam a-Subki ini menurut Syaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad
al-Khatib al-Shirbini dianggap sebagai pendapat mu'tabar yang sesuai
dengan pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi’l karena asal dari
hukum menikahkan anaknya tergantung pada persetujuan sang anak
tersebut.”

56 Abt Bakr bin Muhammad Shaté al-Dimyati, Hdshiyah I'anat al-Tdilibin ‘ald Halli Alfazgi Fath
al-Mu'in, (Beirut: Dar Ibnu ‘Assasah, 2005), Vol. 111, 218.

57 Muhyiddin Abt Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Rawdar al-Talibin, (t.tp.: Maktabah
Shamelah, t.th.), Vol. VI, 53.

58 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Vol. VII, 121.

% Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Mubtdj, (ttp.:
Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika terjadi pertentangan
antara wali (wubir) dengan anak perempuannya maka sebagian ulama’
menyatakan yang dimenangkan adalah pilihan sang ayah sehingga
penolakannya terhadap pernikahan sang anak dengan calon pilihan sang
anak tidaklah menjadikan wali tersebut ada/. Sebagian lainnya menyatakan
bahwa yang dimenangkan adalah pilihan sang anak sehingga penolakan
wali terhadap pernikahan sang anak menjadikan wali tersebut adal.
Walaupun berbeda, namun ulama’ tetap sepakat bahwa &#fx’ adalah hal
yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Bahkan Sayyid ‘Abdul al-Rahman
bin Muhammad bin Husayn bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadrami dalam
Bughyat al-Mustarshidin mengatakan bahwa wali ##jbir yang menikahkan
anaknya secara paksa dengan laki-laki yang fisig (tidak sekufu’), maka
pernikahannya dinyatakan tidak sah.”

Keempat, calon yang diajukan anaknya atau perempuan yang di bawah
perwaliannya tidak harus mampu membayar mabar mithil. Shaykh
Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, Syaikh
Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Sharqawi dan Abdurrahman al-Jazir
menyatakan bahwa wali tidak boleh menolak pernikahan anaknya dengan
calon suami pilihan anaknya yang tidak tidak mampu membayar wahar
mithil secara penuh selama anaknya tersebut rela dengan kondisi calon
suami tersebut karena mahar adalah hak anaknya (perempuan).”’ Dengan
kata lain, wali tetap dikatakan ada/ jika menolak pernikahan anaknya
dengan calon pilihan anaknya walaupun calon tersebut tidak mampu
membayar mabar mithil.

Kondisi ini berbalik ketika yang mengajukan pernikahan adalah sang
wali. Maka harus disyaratkan adanya kemampuan membayar wahar mithil
bagi calon dari wali tersebut. Sebagaimana pendapat Shaykh Abu Bakar
Muhammad Shata bahwa jika wali m#jbir menikahkan anaknya dengan
calon pilihan wali tersebut di mana sang calon tidak sek#fu’ atau tidak
mampu membayar mwabar mithil maka pernikahannya tidak sah. Pendapat
ini adalah pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Ramli walaupun ada

6 Abdur Rahman bin Muhammad bin Husayn bin ‘Umar Ba ‘Alawi al-Hadrami , Bughyat al-
Mustarshidin (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), 209.

61 Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Mubtdj, (t.tp.:
Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199., Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Sharqawi,
Hashiyah al-Sharqawi (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. II, 230., Abdurrahman al-Jaziri,
al-Figh ‘ald Madhihib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutib al-Tlmiyah, 1971), Vol. IV, 41.

Tafaqquh -Volume 5, Nomor 2, Desember 2017 124



sebagian ulama’ yang memilih pendapat tentang keabsahan nikah ketika
calon suami tidak mampu membayar mahar mithil.””

Namun, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa mabar mithil merupakan
alasan sah wali untuk menolak pernikahan anaknya. Artinya, jika calon
yang diajukan anaknya tidak dapat membayar mahar yang besarannya
sesuai mabar mithil maka wali tidak dikategorikan adal” Pendapat ini
menurut peneliti kurang tepat sebab para ulama’ telah jelas menyatakan
bahwa mahar adalah hak perempuan sehingga wali tidak memiliki hak
untuk menentukan besaran mahar.

Kelima, calon yang diajukan anaknya atau perempuan yang di bawah
perwaliannya tidak mengalami cacat atau ‘ayb al-nikaph. Ulama’
membedakan cacat calon suami yang dianggap menghalangi kewajiban
sebagai suami dan cacat yang dianggap tidak menghalangi kewajiban
sebagai suami. Menurut Shaykh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-
Khatib al-Shirbini bahwa cacat fisik yang mengahalangi persetubuhan
seperti impotensi tidak dinilai sebagai cacat yang dapat dijadikan alasan
wali mujbir menghalangi pernikahan anaknya dengan calon pilihan suami
anaknya selama anaknya tersebut rela dengan keadaan calon suaminya
karena urusan persetubuhan adalah hak anaknya (perempuan). Maka wali
mubir yang menghalangi pernikahan anaknya tersebut dianggap wali adal.
Sementara cacat yang mengahalangi kewajiban sebagai suami seperti
penyakit baras atau jugam dan gila dinilai sebagai cacat yang dapat
dijadikan alasan wali m#bir menghalangi pernikahan anaknya. Sehingga
wali zujbir yang menghalangi pernikahan anaknya dalam kondisi tersebut
tidak dinyatakan adal”

Keenam, ditetapkan oleh hakim (gddi). Sebuah keniscayaan jika hakim
harus terlibat saat terjadi pereseteruan antara kedua belah pihak yang
berseteru. Tentunya hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan
semena-mena dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Termasuk
masalah hukum wali ada/. Hakim harus terlibat dalam hal ini untuk
memutuskan antara wali dinyatakan adal atau tidak. Sebab hak perwalian
dalam pernikahan seharusnya wajib ditunaikan oleh wali sebagaimana

A 65

pendapat Imam al-Shafi’l yang diutarakan oleh Imam al-Nawawi,

62 Abt Bakr bin Muhammad Shatd al-Dimyati, Hdshiyah I'dnat al-Talibin ‘ald Halli Alfizi Fath
al-Mu’in, (Beirut: Dar Ibnu ‘Assdsah, 2005), Vol. III, 308-309.

63 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Vol. VII, 121.

64 Shams al-Din al-Khatib al-Sharbini, a~Igna’ fi Hilli Alfazi Abi Shuja’, (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), Vol. I1I, 199.

65 Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, a-Majmi’ Sharh al-Mubadhdhab, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1990), Vol. XVII, 322.
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Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini,** Abdullah bin Hijazi bin
Ibrahim al-Sharqawi,”” Sulaymin bin Muhammad bin Umar al-
Bujayrami,”® dan Abdurrahman al-Jazir.”” Campur tangan hakim dalam
masalah ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan hukum yang
berkepanjangan.

Menurut Shaykh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Shargawi dan
Shaykh Sulayman bin Muhammad bin Umar al-Bujayrami langkah hakim
dalam menyelesaikan sengketa dalam pernikahan tersebut adalah dengan
memanggil pihak-pihak yang berperkara, yaitu wali, anak perempuan atau
perempuan yang di bawah perwalian sang wali dan calon suami pilihan
anak perempuan tersebut, lalu memerintahkan wali untuk menikahkan
atau dengan menghadirkan bukti-bukti atau saksi-saksi jika sulit untuk
megghadirkan wali tersebut.”® Sedangkan saksi yang dapat dihadirkan
dalam sengketa menurut Shaykh Abt Bakar Muhammad al-Shata adalah
mereka yang tidak memiliki permusuhan dengan para pihak, yaitu orang
yang sedih jika mengetahui kebahagiaan orang yang dimusuhi dan orang
yang bahagia dengan kesedihan musuhnya tersebut.”'

Analisa Ulang Ketentuan Hak Ijbar

Dengan adanya ketentuan hukum tentang wali ‘@da/ ini, maka terlihat
jelas bahwa hukum Islam sangat melindungi hak-hak perempuan terkait
pemilihan calon suaminya. Pertentangan antara wali dengan anak
gadisnya dalam menentukan calon suami anak gadis tersebut dapat
berakibat pada status wali sebagai wali ‘@da/ jika wali tidak berkenan
menyetujui calon yang diajukan anak gadisnya tersebut. Dalam kriteria
atau persyaratan wali @da/ terlihat khilaf, bahkan jika terjadi pertentangan
antara wali dan anaknya maka menurut sebagian wulama’ yang
dimenangkan adalah sang anak sebagaimana kriteria &ufu’ dan mahar

66 Shams al-Din al-Khatib al-Sharbini, atlgna’ fi Hilli Alfagi Abi Shuja’, (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), Vol. 11, 413.

67 Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Sharqawl, Hdshiyah al-Shargawi, (t.tp.: Maktabah
Shamelah, t.th.), Vol. I, 230.

% Sulaymin bin Muhammad bin Umar al-Bujayrami, A/-Bujayrami ‘ala al-Khatib, (t.tp.:
Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. I1I, 230.

6 Abdurrahman al-Jazitl, al-Figh ‘ald Madhihib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutib al-Ilmiyah,
1971), Vol. IV, 41.

70 Abdullah bin Hijazi bin Ibrdhim al-Sharqawl, Hdshiyah al-Shargawi, (t.th.: Maktabah
Shamelah, t.th.), Vol. II, 230., Sulaymin bin Muhammad bin Umar al-Bujayrami, 4+
Bujayrami ‘ala al-Khatib, (t.tp.: Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. I1I, 230.

71 Abt Bakr bin Muhammad Shatd al-Dimyati, Hdshiyah I'dnat al-Talibin ‘ald Halli Alfizi Fath
al-Mu’in, (Beirut: Dar Ibnu ‘Assasah, 2005), Vol. IV, 289.
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mithil? Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat melindungi
hak-hak perempuan dan meniadakan tindakan kesewenang-wenangan
wali.

Adanya ketentuan hukum tentang hak zbdr teramati bukan sebagai
sarana untuk menghilangkan hak-hak perempuan, tetapi teramati sebagai
rumusan antisipatif dari para ulama’ untuk melindungi anak dari
kesalahan menentukan calon suami. Hal ini dapat dilihat dari alasan
fuqaha’ shafi'yah yang menyatakan bahwa hak 7bdr hanya berlaku pada
ayah dan kakek karena selain keduanya dianggap sebagai personal yang
tidak memiliki rasa sayang (gdsir al-shafagah) terhadap anaknya.”
Ketentuan hukum tersebut sudah jauh-jauh masa telah diantisipasi agar
tidak menjadi alas hukum bagi pernikahan paksa sehingga ulama’ juga
menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh wali
muybir. Tetapl persyaratan-persyaratan wali muybir ini sepertinya tidak
diperhatikan sehingga muncul pemahaman yang mengakar bahwa anak
perempuan tidak memiliki hak menentukan ataupun hak menolak
paksaan wali.

Illat tentang bolehnya wali memaksa anak gadisnya untuk menikah
dengan pilihan walinya adalah sifat kanak-kanak (sbighar) menurut
banafiyah dan sifat gadis atau perawan (bikr) menurut selain hanafiyah
kedua illat tersebut telah sesuai dengan aturan ushul figh, yaitu jelas
(gahin), terukur (mundabif), relevan (mundsib) dan cakupannya tidak hanya
pada ays/, tetapi dapat diterapkan pada hukum cabang.” Ketentuan %/az
yang demikian ketat menjadikan konsep g¢syis semakin sulit untuk
dikembangkan. Namun konsep mundsabah atau mundasib pada %llat ternyata
dapat memperluas kiprah gzyds. Selain jelas dan terukur, sifat yang harus
ada dalam %/at adalah keterkaitan atau relevan (wundsib). Artinya, terdapat
persesuaian hukum dengan hikmah sebagai tujuan shari’at berupa
maglahat, yakni menarik manfaat dan menolak bahaya.”

72 Lihat Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, Mughni al-Muptdj, (t.tp.:
Maktaba Shamelah, t.th.), Vol. III, 199., Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Sharqawi,
Hashiyah al-Shargawi, (t.tp., Maktabah Shamelah, t.th.), Vol. II, 230., Abdurrahman al-Jaziri,
al-Figh ‘ald Madhahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), Vol. IV, 41.

73 Muhyi al-Din Yahya Ibnu Sharaf al-Nawawi, al-Majmi’ Sharh al-Mubadhdhab, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1990), Vol. XVI, 165.

74 ‘Abd al-Wahab Khallaf, 1/wu Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), 68-70., dan Abdul
Mun’im Saleh, Hukum Manusia Seabai Hukum Tuban, Berfikir Induktif Menemukan Hakikat
Hukum Melalni al-Qawaid al-Fighiyyah, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 160.

75 Moh. Dliya’ul Chaq, “Reformulasi Figh Melalui Pendekatan ‘Urf” Tesis (Surabaya: UIN
Sunan Ampel, 2013), 92.
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Rumusan mundsib pada  %at menurut Abdul Mun’im Saleh,
menunjukkan adanya keterkaitan antara %/at dan hikmah atau waslajat.
Pemikiran %/at hukum berupa maslapat atau hikmah dalam tataran praktis
lebih banyak ditunjukkan dalam model penalaran al-gawi’id al-fighiyyah
atau al-ashbah wa al-nagiir mengingat mekanisme penalarannya serupa
dengan gzyds %llat. Hanya saja menurut Abdul Mun’im, gzyis membatasi
kiprahnya pada %/at yang konkret, objektif dan terukur. Sedangkan a/-
gawa’id al-fighiyyah bersandar pada hikmah hukum yang abstrak dan bisa
juga subjektif.”

Terkait illat hak zbdr wali, Moh. Dliya’ul Chaq dalam tesisnya
menyatakan bahwa gadis dipersonifikasikan sebagai orang yang tidak
tahu tentang maslahah nikah karena belum pernah menikah, dan anak
kecil dipersonifikasikan sebagai anak yang kurang akalnya. Dengan logika
mundsib dan logika al-qawai’id al-fighiyyah, antara ‘illat berupa sifat gadis
(bikdrah) dan sifat anak-anak (sighdr) memiliki satu hikmah atau maslapah
yang mempersatukan, yaitu sifat tidak dewasa yang artinya tidak mampu
menentukan maslaphah dirinya.”” Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan
77bar wali adalah untuk menghindarkan anak gadis dari bahaya. Tujuan ini
dapat diistilahkan dengan maqdshid al-shari’ah, yang lebih khusus dapat
diistilahkan dengan maqgdshid ijbar al-wali.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah untuk menghindarkan anak
gadis dari bahaya harus dengan hak zbir wal? Tentu tidak. Terlebih
kondisi pengetahuan dan interaksi social perempuan dahulu dengan
perempuan saat ini jelas berbeda jauh. Perempuan saat ini memiliki
jangkauan interaksi sosial dan pengetahuan yang lebih luas, bahkan
perempuan juga berperan dalam jabatan politik atau pemerintahan. Oleh
karenanya, pemaksaan wali untuk menikahkan anak gadisnya dengan
landasan motivasi menghindarkan dari bahaya jelas tidak relevan lagi,
lebih-lebih logika bahwa diamnya wanita dianggap setuju. Moh. Dliya’ul
Chaq dalam tesisnya menyatakan bahwa hadits yang dijadikan landasan
hak 7bdr tentang diamnya wanita adalah persetujuannya ini tergolong
sebagai Jadith yang ‘illamya adalah ‘urf, sehingga keberlakuan jadith itu
tergantung keberlakuan ‘£ Artinya, makna diam menurut ‘#7f masa

76 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Seabai Hukum Tuban, Berfikir Induktif Menemutkan
Hakikat Huknm Melalui al-Qawaid al-Fighiyyab, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

77 Moh. Dliya’ul Chaq, “Reformulasi Figh Melalui Pendekatan ‘Urf” Tesis (Surabaya: UIN
Sunan Ampel, 2013), 99-101.

78 Moh. Dliya’ul Chaq, “Reformulasi Figh Melalui Pendekatan ‘Urf” Tesis (Surabaya: UIN
Sunan Ampel, 2013), 107-108. Lihat juga Mustafa Ahmad Zarqa, al-Figh al-Islimi fi Thanbib
al-Jadid: al-Madkbal al-Fight al- ‘“Am, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), Vol. 1, 910-911.
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turunnya Jadith adalah persetujuan yang kemudian difahami bahwa tanpa
persetujuan sama dengan makna diam itu hingga lahirlah 7jbir wali, maka
saat ini ‘u7f telah berubah di mana diam saat ini menurut ‘uf tidak
menunjukkan tanda setuju. Oleh karenanya, hak zbir tidak lagi dapat
diterapkan karena jadith itu tidak sesuai dengan ‘usf saat ini. Logika
berfikir ini diperkuat dengan beberapa kaidah ‘urf:

TO AN Al prp Bl 3 Yy A el Yy lale g i)y Lo S
Artinya: Segala ketentuan yang datang dari shara’ secara mutlak, tanpa ada
batasan dalam shara’ dan dalam bahasa, maka dikembalikan pada ‘nrf”

RN A5 5 s sl a6 e B2 OF 156 Sl SN B 1)
Artinya: “Ketika terjadi pertentangan antara nas dengan kebiasaan matka jika nas

terbangun atas ‘urf dan adat maka yang didabulnkan adalah ‘nrf dan
adat dan meninggalkan nas.”
e ade paid ot L ez Y Ol Lvasl Olegs g g el e Bl )l
Ml O e e P oo 4 Flany o Blelly Jleal
Artinya: “Pertentangan ‘urf dengan shara ada dua macam, ‘urf berbubungan
dengan hukum dan tidak berhubungan dengan hukum, maka yang
didabnlukan adalah ‘urf.

Selain  ketidaksesuaian dengan ‘wrf, pernikahan paksa malah
mengindikasikan ketidakbahagiaan, walaupun ada beberapa fakta
pernikahan paksa yang berujung pada kebahagiaan. Namun jika hukum
Islam sifatnya gann (prediksi kuat), maka harus ada logika prediksi untuk
merumuskan figh. Maka pernikahan paksa diprediksi akan menimbulkan
perpecahan rumah tangga sebab antara sejak awal pernikahan sudah tidak
ada persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Kondisi ini diprediksi
sulit mewujudkan magaishid al-nikih yang oleh Imam al-Gazali diistilahkan
dengan fawi'id al-nikdp dan diistilahkan Kamal al-Din Muhammad al-
Stwasi dengan magdsid al-nikdh, yaitu mempunyai anak (keturunan),
menyalurkan hasrat seksual yang benar sehingga terhindar dari godaan

7 ‘Abd al-Rahman al-Suyad, a/~Ashbah wa al-Nadd'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah,
1983), 98.

80 ‘Ali Haydar, Durar al-Hukkédm Sharh Majallat al-Abkédm, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah,
t.th.), 65.

81 ‘Abd al-Rahman al-Suyati, a/~-Ashbah wa al-Nada'ir, 93.
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setan, mengatur dan mendidik rumah tangga, memperluas hubungan
keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak zbdr tidak memiliki
kekuatan jika harus diterapkan saat ini karena hak 7bdr tetap terbatasi
dengan persyaratannya, dengan ketentuan wali ada/ dan dengan kondisi
‘wrf saat ini. Namun demikian bukan berarti wali tidak memiliki hak
apapun. Adanya ketentuan hukum hak 7bdr dan ketentuan tentang wali
nikah menunjukkan bahwa wali punya hak dalam perkawinan anaknya,
walaupun prosentasenya lebih besar hak anak. Oleh karenanya Imam al-
Shafil tetap menyarankan untuk melakukan musyawarah sebagai cara
dan etika yang mulia dalam hal ini, sebagaimana perintah yang sifatnya
tidak wajib dari Allah,” yakni surat Ali ‘Imran (3) ayat 159:

0 B B a2 55,50 8 185,05
Artinya: “dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam wurusan itu, kemudian

apabila kanmu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah.”

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak 7bdr sejatinya
adalah upaya perlindungan terhadap perempuan (anak gadis) namun
ketika beralih menjadi hak paksa wali maka tidak dapat diberlakukan
karena: Pertama, hak anak gadis dalam figh salaf lebih diutamakan
daripada hak wali sebagaimana ketentuan hukum wali ‘ada/ dan
persyaratan wali mujbir. Kedua, ‘illat hukum berupa sifat gadis (bikdrab)
dan sifat anak-anak (sighdr) dalam kajian mundsib  al-%llah  dengan
pendekatan al-gawa’id al-fighiyah memiliki satu titik kesamaan yaitu illat
tidak dewasa yang berarti tidak mampu menentukan maslabhah dirinya
yang menunjukkan agdishid menghindarkan anak gadis (perempuan) dari
bahaya, dan hal ini sulit tercapai dengan nikah paksa. Ke#iga, dasar hukum
hak zbar adalah jadith yang ‘illat dalam jadith itu adalah ‘urf sehingga
keberlakuan jadith itu tergantung keberlakuan ‘urf. Dan ‘urfwanita saat ini
sangat berbeda lebih maju dalam hal interaksi sosial, pengetahuan dan
peran politik dibandingkan dengan ‘urf saat munculnya jadith tersebut.
Terkhir, musyawarah antara wali dan anak gadis adalah jalan terbaik dan
terpuji dalam menentukan calon pasangan anak gadis.

82 AbG Hamid al-Ghazali, I)ya’ Ulim al-Din, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), Vol. II, 24.,
Kamal al-Din Muhammad al-Siwasi, Sharh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Vol. 111,
256.

83 Muhammad Ibnu Idtis al-Shafi’l, a/-’Um, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), Vol. V, 18.
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